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PERATURAN DESA GANDUSARI
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GANDUSARI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya tahun 2018,
maka perlu dilaksanakan Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa
Gandusari Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen
Tahun Anggaran 2018;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a maka perlu membentuk Peraturan Desa
tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Gandusari
Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang - Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun  2004 Tentang
Perimbangan Keyangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang - Undang Nomor 33 Tahun  2004 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2004 Nomor 126 , tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

6. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan mulai berlakunya Undang – Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor  5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 5717);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah



Nomor 60 Tahun  2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);

14. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang
Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004
Nomor 62);

15. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang
Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004
Nomor 62);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun
2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GANDUSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA GANDUSARI TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian
sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa Rp. 1.609.050.600,-

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 373.958.660,-

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp. 438.214.000,-

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 20.810.500,-

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 152.722.000,-

e. Bidang Tak Terduga Rp. 636.412.476,-

Jumlah Belanja Rp. 1.622.117.363,-

Surplus/Defisit Rp (13.067.036). -
= = = = = = = = = ===



3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 33.067.035,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 20.000.000,-

Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. 13.067.036,-
= = = = = = = = = ====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa, berupa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, Laporan Kekayaan Milik

Desa Per 31 Desember Tahun Anggara 2020, Laporan Program Sektoral dan

Program Daerah yang masuk ke desa Tahun Anggaran 2020, Keputusan Badan

Permusyawaratan Desa, Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan

Badan Permusyawaratan Desa, Berita Acara Musyawarah Badan

Permusyawaratan Desa dan Berita Acara Musyawarah Desa, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V,

Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa  menetapkan Peraturan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan

Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Desa ini dalam Lembaran Desa Gandusari

Telah di Evaluasi  Bupati/walikota

a.n. Camat .......

d

(........................................

Diundangkan di Gandusari
pada tanggal 07 Januari 2021
SEKRETARIS DESA GANDUSARI

BASUKI WIBOWO

Ditetapkan di Gandusari
pada tanggal 07 Januari 2021

KEPALA DESA GANDUSARI



LEMBARAN DESA GANDUSARI TAHUN 2021 NOMOR 2


